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ABSTRACT

Efforts to Improve Licensing Service Quality through Ball Pick Up Innovation. Descriptive Study on the Office of Investment and One-Stop Services in Semarang Regency, Central Java Province. This research is intended to find out how the innovation of licensing services by picking up the ball in improving the quality of licensing services at the Semarang One-Stop Service of Investment and Integrated Services. Other objectives are to find out the factors that hamper the path of innovation in pick-up licensing services and to find out the efforts made by the Semarang District One-Stop Investment Service and Integrated Services to improve the quality of licensing services. In this study the author uses the theory of Basuki Johanes (2013: 179) who sees public service innovation from relative benefits, suitability, complexity, the possibility of observable experiments. The method used in this research is inductive descriptive. Data collection is done by using interview methods, documentation, and observation. Data analysis techniques used include data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study showed that in the implementation of the licensing service innovation, picking up the ball had already been running but not yet maximally. It should be noted again about the location in implementing the licensing service for picking up the ball. The limiting factor that arises is the limited number of apparatus resources, the lack of facilities that support the innovation of ball picking licensing services, implementation that is not in accordance with standard operating procedures and lack of public awareness about the importance of licensing.
Keywords: innovation, ball picking licensing, Semarang.

ABSTRAK

Upaya Penigkatan Kualitas Pelayanan PerizinanLewat Inovasi Jemput Bola. Kajian Deskriptif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan perizinan dengan jemput bola dalam meningkatan kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat jalannya inovasi pelayanan perizinan jemput bola serta untuk mengetahui upaya-upaya
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yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Basuki Johanes (2013:179) yang melihat inovasi pelayanan publik dari keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dilakukan percobaan yang dapat diamati. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dekriptif induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya inovasi pelayanan perizinan jemput bola sudah berjalan namun belum maksimal. Perlu diperhatikan lagi mengenai lokasi dalam pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan jemput bola. Faktor penghambat yang muncul adalah keterbatasan jumlah sumber daya aparatur, kurangnya sarana yang mendukung jalannya inovasi pelayanan perizinan jemput bola, pelaksanaan yang belum sesuai dengan standar operasional prosedur serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perizinan.
Kata kunci: inovasi, perizinan jemput bola, Semarang.


PENDAHULUAN

eiring dengan berjalannya waktu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu terus melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Kemajuan pemerintah daerah ditentukan oleh pemerintah itu sendiri. Tujuan diadakannya inovasi adalah untuk memacu kinerja dan daya saing antarpemerintah daerah. Salah satu inovasi dan kreativitas dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan yaitu dengan dilakukannya inovasi pelayanan perizinan Jemput Bola atau biasa kita sebut dengan pelayanan perizinan keliling. Pelayanan perizinan Jemput Bola merupakan ide Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimulai pada akhir tahun 2013. Pelayanan perizinan jemput bola secara efektif baru berjalan pada tahun 2014 setelah mendapat persetujuan dari Bupati Kabupaten Semarang dan DPRD Kabupaten Semarang. Pelayanan perizinan Jemput Bola tersebut bertujuan untuk menumbuhkan     keinginan     masyarakat agar sadar mengenai pentingnya perizinanS

khususnya di bidang usaha Perdagangan.



Kabupaten Semarang dibagi atas dua wilayah yaitu wilayah Utara dan Selatan.	Pusat	pemerintahan	sendiri berada pada wilayah Utara. Hal ini yang melatarbelakangi      munculnya      inovasi pelayanan perizinan dengan model Jemput Bola. Maksud dari jemput bola sendiri adalah proses administrasi dan pendataan data dilakukan di tempat tertentu dengan cara mendatangi masyarakat. Dengan adanya inovasi tersebut maka masyarakat di daerah Selatan tidak perlu kesulitan untuk membuat izin usaha maupun izin yang lainnya karena akses yang terbatas.

Pelayanan perizinan ini memanfaatkan mobil Jemput Bola yang biasa disebut Mobil Layla. Mobil Layla ini merupakan mobil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah	Kabupaten	Semarang	untuk mendukung inovasi pelayanan perizinan Jemput Bola yang diajukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya pada pelayanan perizinan. Mobil Layla
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beroperasi setiap tanggal tujuh belas dan jika di dihitung dalam sebulan Mobil Layla ini dapat bekeliling sebanyak tiga kali. Yang menjadi target kunjungan antara lain pasar tradisional, kelurahan dan kecamatan. Tim pelayanan perizinan Jemput Bola terdiri atas petugas administrasi	dan petugas teknis yang berjumlah lima orang yaitu tiga orang sebagai petugas administrasi dan dua orang sebagai petugas teknis.
Adanya inovasi pelayanan perizinan Jemput Bola ini terbukti dapat meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu. Berdasarkan grafik Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) di atas dapat disimpulkan bahwa pada Bulan Desember tahun 2015 sampai dengan Bulan Desember tahun 2016 kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan khususnya dengan model Jemput Bola ini meningkat. Hal ini bisa dilihat dari prosentase yang terus meningkat setiap semesternya. Ini membuktikan bahwa masyarakat merasa diuntungkan dengan adanya pelayanan perizinan Jemput Bola tersebut.
Tidak dipungkiri bahwa setiap inovasi yang dilakukan pasti ada faktor-faktor yang menghambat. Kita dapat melihat bahwa dalam proses pelaksanaanya masih terdapat beberapa kekurangan. Salah satu yang paling menghambat proses pelayanan tersebut adalah kurangnya jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini menyebabkan kurangnya pegawai yang	diturunkan	dalam	pelayanan perizinan Jemput bola itu sendiri. Dengan jumlah pegawai yang hanya lima orang tidak dapat secara maksimal melakukan pelayanan secara efektif. Hal tersebut disebabkan karena waktu antrian yang

lama. Estimasi waktulah yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Untuk dapat mengajukan berkas data saja masyarakat harus menunggu cukup lama untuk bisa mengajukan berkas perizinannya. Dengan target kalangan menengah ke bawah, tentunya hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaaan di lapangan. Masyarakat harus meninggalkan pekerjaannya cukup lama untuk mengantre.
Berikut ini merupakan data jumlah pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 1
Jumlah Pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.      Tingkat                     Jumlah Pendidikan              (orang)
1.	Pascasarjana	9 2.	Sarjana                      10 3.	Diploma	2 4.	SLTA	6 5.	SMP	1
Jumlah	27

Sumber:	 Dinas	Penanaman	Modal	dan Pelayanan	Terpadu      Satu      Pintu Kabupaten Semarang Tahun 2017.
Dari tabel di atas kita dapat melihat bahwa jumlah pegawai yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya 27 orang. Apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerjunkan lebih dari lima orang untuk pelaksanaan pelayanan perizinan Jemput Bola, maka tugas di kantor sendiri akan terbengkalai.
Selain masalah kurangnya jumlah pegawai, sarana juga menjadi masalah yang tentu saja menghambat pelaksanaan inovasi pelayanan perizinan Jemput Bola. Dapat diamati sarana yang mendukung
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pelayanan perizinan Jemput Bola belum memadai. Berdasarkan data dari Dinas Penanaman	Modal	dan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang hanya memiliki sebuah mobil berjenis minivan	yang	mendukung      inovasi pelayanan perizinan jemput bola. Tidak adanya     fasilitas     komputer     membuat proses validasi data menjadi terhambat. Walaupun sudah menggunakan sistem jemput     bola     namun     interaksi	yang dilakukan masih dilakukan secara manual tidak menggunakan komputer ataupun perangkat elaktronik lainnya. Selain itu pelayanan perizinan Jemput Bola belum bisa menghasilkan sertifikat perizinan dengan cepat karena berkas perizinan tersebut harus divalidasi di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu.
Berdasarkan	Standar	Operasional Prosedur yang ada menunjukkan bahwa proses pemeriksaan administrasi setelah masuknya	permohonan       seharusnya dapat dilakukan dalam satu hari. Namun dengan	adanya     pelayanan	perizinan jemput bola ini, proses dari masuknya permohonan perizinan sampai dengan pemeriksaan administrasi tidak dapat dilakukan dalam waktu satu hari. Inilah yang menyebabkan proses penerbitan izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih lama dibandingkan dengan pelayanan perizinan biasanya.
Bedasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut.
1) Bagaimana	Inovasi	Pelayanan Perizinan      Jemput      Bola	dalam Peningkatan	Kualitas	Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Semarang
2) Faktor-faktor	apa	saja	yang menghambat      proses      pelaksanaan Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan      Perizinan      di      Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Semarang?
3) Apakah upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola Pada	Dinas	Penanaman	Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang?
Dalam	penelitian	ini	penulis menggunakan     teori	Basuki     Johanes (2013:179) yang melihat inovasi pelayanan publik dari keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan,	kemungkinan       dilakukan percobaan dan dapat diamati.

METODE PENELITIAN

Dalam	penelitian	ini	penulis menggunakan metode dekriptif induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan        metode        wawancara, dokumentasi, dan observasi.
Teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola

Dalam	pelaksanaannya,	inovasi pelayanan perizinan dari segi teknis sudah berjalan dengan baik. Mulai dari persiapan
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sampai dengan pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan standar operasional yang berlaku. Namun kenyataannya di lapangan inovasi pelayanan perizinan jemput bola ini tidak berjalan dengan mulus. Penulis mengambil contoh pada Kecamatan Ungaran Barat, partisipasi masyarakat dalam pengurusan perizinnan dengan memanfaatkan model jemput bola masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan oleh penulis saat ikut serta dalam pelayanan perizinan jemput bola di Kecamatan Ungaran Barat pada 17 Januari 2017. Selama jam operasional dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB tidak ada seorang pun yang datang untuk mengurus perizinan.
Tujuan	dari	inovasi	pelayanan perizinan jemput bola sendiri adalah untuk membantu masyarakat yang ingin membuat izin berkaitan dengan perizinan dengan skala yang besar. Kemudian saya melakukan wawancara dengan Camat Ungaran Barat pada 17 Januari 2017. Beliau mengungkapkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang tujuannya baik namun harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Beliau juga menambahkan bahwa	inovasi     pelayanan     perizinan jemput bola tidak sesuai jika dilakukan di Kecamatan Ungaran Barat. Hal ini dikarenakan lokasi Kecamatan Ungaran Barat     berada	di Ibukota Kabupaten Semarang. Masyarakat lebih memilih untuk mengurus perizinan langung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.
Berbeda	dengan	keadaan	di Kecamatan Bergas. Inovasi pelayanan perizinan jemput bola sangat membantu masyarakat yang ingin membuat perizinan

dalam skala yang besar. Karena lokasi dari Kecamatan Bergas yang jauh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang, maka masyarakat memanfaatkan inovasi pelayanan perizinan jemput bola ini dengan baik.
Selanjutnya Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang mengatakan:
“Jangankan	untuk	perizinan menggunkan sistem bola, pelayanan di kantor saja bisa dihitung berapa jumlah orang yang membuat izin. Saya	rasa     kesadaran     masyarakat masih sangat kurang akan pentingnya pengurusan perizinan. Tidak heran jika     inovasi     pelayanan	perizinan jemput bola ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.”
Dari pernyataan di atas kita dapat mengetahui bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan perizinan juga menjadi faktor yang menghambat jalannya inovasi pelayanan perizinan. Dalam pelaksanaannya, inovasi pelayanan perizinan dari segi teknis sudah berjalan dengan baik. Mulai dari persiapan sampai dengan pelayanan yang diberikan sudah berjalan dengan standar operasional yang berlaku. Dalam inovasi sebuah pelayanan publik	harus	memperhatikan	atribut-atribut untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan inovasi pada pelayanan publik.

Relative Advantage (keuntungan relatif)

Dinas	Penanaman	Modal	dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang mencoba untuk memberikan sebuah pelayanan perizinan yang lebih
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baik dari sebelumnya yaitu dengan pelayanan perizinan dengan model jemput bola. Sebelumnya pelayanan perizinan yang dilakukan hanya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	Pintu	saja.	Mempertimbangkan mengenai      luas      wilayah	Kabupaten Semarang, sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang pada 10 Januari 2017, beliau mengatakan bahwa sistem pelayanan perizinan jemput bola ini merupakan salah satu upaya dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang untuk         mempermudah	melakukan pelayanan perizinan terhadap masyarakat yang berada jauh dari wilayah ibukota Kabupaten Semarang.

Berdasarkan	hasil	wawancara dengan Camat Bergas pada 18 Januari 2017, beliau mengatakan bahwa inovasi pelayanan perizinan jemput bola ini cukup membantu. Karena kecamatan Bergas merupakan	kawasan industri maka beberapa perusahaan merasa terbantu dengan adanya inovasi ini. Perizinan yang	dilakukan       oleh	perusahaan biasananya hanya berupa perpanjangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar      Perusahaan      (TDP).	Karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terletak di ibukota Kabupaten Semarang yang jaraknya jauh dari Kecamatan Bergas,    perusahaan-perusahaan ini merasa terbantu karena lebih efektif dan efisien jika melakukan perpanjangan     izin.     Namun     hal	ini berbeda dengan keterangan dari Camat Ungaran Barat yang diungkapkan pada 17 Januari 2017. Partisipasi masyarakat

di Kecamatan Ungaran barat cenderung kurang aktif. Hal ini ditandai dengan tidak adanya warga yang datang dalam inovasi pelayanan perizinan jemput yang dilakukan di Kecamatan Ungaran Barat. Karena jarak yang dekat dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka masyarakat Kecamatan Ungarat Barat lebih memilih langsung memilih mengurus urusan perizinannya langsung ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Semarang.

Compatibility (kesesuaian)

Berdasarkan	wawancara	penulis dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan	Data     Dinas	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang pada 11 Januari 2017, beliau mengatakan bahwa standar	operasional	yang     digunakan pelayanan perizinan jemput bola ini sebenarnya masih sama dengan pelayanan perizinan     yang     dilkukan	di     kantor. Yang membedakanannya dengan sistem pelayanan     perizinan     hanya     terletak pada tempatnya saja. Dari segi standar operasional masih menyesuaikan dengan standar opersioanal yang digunakan oleh pelayanan perizinan yang dilakukan di kantor. Namun dari segi waktu sendiri berdasarkan	keterangan     dari	Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data mengungkapkan     bahwa     waktu     yang diperlukan     dalam     inovasi     pelayanan perizinan     jemput     bola     lebih     lama dibandingkan dengan pelayanan perizinan yang dilakukan langsung di kantor. Beliau mengatakan bahwa tidak adnya sarana yang mendukung validasi seperti jaringan internet dan komputer yang menyebabkan proses validasi data dilakukan secara
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manual baru kemudian dibawa ke kantor untuk	diproses	lagi	dengan	sistem komputer yang ada.

Complexity (kerumitan)

Tujuan	dari	diadakan	pelayanan perizinan jemput bola sendiri adalah untuk memperbaiki pelayanan perizinan untuk lebih dekat dengan masyarakat dan	memberikan     kemudahan	kepada masyarakat untuk membuat izin apabila lokasi rumah jauh dari Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu     Kabupaten     Semarang.	Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan perizinan tersebut memang memiliki beberapa kendala dibandingkan dengan	pelayanan	perizinan      yang dilakukan langsung di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Semarang.
Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data pada 11 Januari 2017, yang menjadi kesulitan dalam pelaksanaan pelayanan perizinan jemput bola adalah masalah sarana yang tidak memadai. Pemerintah Kabupaten Semarang sendiri dengan memberikan sebuah mobil operasional yang disebut dengan Mobil Laila. Namun itu saja tidak cukup krena palayanan perizinan dengan model jemput bola ini menyangkut masalah admnistrasi. Sebuah administrasi pelayanan perizinan jemput bola tidak hanya bisa dilakukan dengan sebuah mobil saja. Namun juga harus didukung dengan sarana yang lain seperti kursi, komputer, jaringan internet dan alat tulis kantor serta yang paling penting adalah formulir pendaftaran izin.

Triatibility	(kemungkinan dilakukan percobaan)

Menurut	Basuki	Johanes	konsep ini menjelaskan bahwa sebuah inovasi pelayanan publik hanya bisa diterima setelah adanya uji coba yang dilakukan langsung ke publik dan telah dinyatakan memiliki keunggulan dari sebelumnya dan dapat diterima oleh penyedia maupun pengguna pelayanan yaitu masyarakat. Akan	tetapi       pada       kenyataannya berdasarkan wawancara penulis dengan Camat Ungaran Barat pada 17 Januari 2017, beliau mengatakan bahwa inovasi pelayanan jemput bola ini belum dapat dirasakan     manfaatnya     khususnya	di kecamatan. Pelayanan perizinan jemput bola ini menjadi tidak efektif karena tidak tepat pada sasaran yang ditujukan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menyatakan bahwa minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perizinan masih kurang. Tiap harinya saja hanya ada tidak lebih dari lima orang yang membuat perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saat di lapanganpun hal ini terjadi juga bahkan tidak ada satu orangpun yang datang untuk membuat izin usaha dengan memanfaatkan pelayanan.


Observability (dapat diamati)

Sebuah inovasi dituntut untuk bisa memberikan	kemudahan	yang	bisa diamati. Yang harus diamati dari sebuah inovasi adalah dari segi kerja dan hasilnya terbukti lebih baik. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan pengamatan      dan
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hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat bahwa pelayanan perizinan	jemput	bola	ini	hasilnya belum maksimal dan bahkan tidak ada peningkatan dari sebelumnya. Jika dilihat dari segi cara kerja sebenarnya inovasi pelayanan perizinan jemput bola ini sudah baik. Namun ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam proses pelayanan perizinan jemput bola ini.
Dengan	melihat	jumlah	personil yang diturunkan berdasarkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	Satu	Pintu     510.4/12.1/2016 tentang Pembentukkan Tim Pelaksana Pelayanan Perizinan Jemput Bola Keliling menyatakan bahwa tim yang turun dalam pelayanan perizinan jemput bola terdiri dari tujuh orang. Namun pada kenyataannya tim yang turun pada pelayanan perizinan jemput bola hanya terdiri dari lima orang. Hal ini disebabkan karena pada perubahan surat keputusan dari Bupati Semarang mulai tahun 2017 pegawai negeri yang bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya berjumlah dua puluh tujuh. Kurangnya pegawai menjadi faktor yang menghambat jalannya inovasi pelayanan perizinan jemput bola itu sendiri.
Faktor selanjutnya yang menjadi penghambat	dalam	proses	inovasi pelayanan perizinan jemput bola adalah sarana	yang      kurang.	Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pendaftaran dan Pengelolaan Data di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada 11 Januari 2017 mengatakan bahwa selama berjalannya inovasi pelayanan perizinan jemput bola ini dari tahun 2014 Pemerintah Kabupaten sendiri hanya memberi sebuah mobil operasional yang disebut dengan mobil

Laila. Beliau juga mengatakan bahwa sarana yang mendukung validasi data seperti jaringan internet dan komputer tidak	diberikan	oleh	Pemerintah Kabupaten Semarang. Jadi proses validasi data hanya bisa dilakukan secara manual. Kemudian	sarana     kursi     lipat	untuk anterian masyarakat juga tidak ada. Hal ini membuat masyarakat menjadi kurang nyaman untuk mengantri.

SIMPULAN

Dari	pembahasan	yang	telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola dapat diperoleh simpulan bahwa dalam pelaksanaannya, inovasi pelayanan perizinan dari segi teknis sudah berjalan dengan baik. Standar operasional yang	digunakan	pelayanan	perizinan jemput bola ini sebenarnya masih sama dengan pelayanan perizinan yang dilkukan di kantor. Yang membedakan dengan sistem pelayanan perizinan hanya terletak pada tempatnya saja. Jika dilihat dari segi cara kerja sebenarnya Inovasi Pelayanan Perizinan Jemput Bola ini sudah baik namun harus tetap mempertimbangkan lokasi untuk pelayanan perizinan jemput bola.
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